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PUTUSAN
Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Sbs
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sambas
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sebebal, 05 Agustus
2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN
SAMBAS, KALIMANTAN BARAT, dalam hal ini
memberikan  kuasa kepada HAMDI YUSUFSH
advokat/penasihat hukum yang beralamat di Komplek Villa
Sejahtera IV Block C73, Dalam Kaum Sambas Kalimantan
Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli
2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor
158/SK/P/2024/PA.Sbs tanggal 10 Juli 2024, sebagai
Penggugat;
melawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 23 April 2000,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXX,
bertempat  tinggal di KABUPATEN SAMBAS,
KALIMANTAN BARAT, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juli 2024
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Sbs,
tanggal 11 Juli 2024, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil
gugatan tersebut telah diteguhkannya sebagai berikut:
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1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Penggugat dan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Nikah No0.0157/022/1V/2019
tanggal 25 April 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama dirumah orangtua Penggugat di Desa XxXXX XXXXXXX
Kecamatan xxxxx, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah
dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, laki - laki, lahir di Sambas
17 Februari 2022, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan
Penggugat;

3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan Februari 2023
Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dengan alasan pulang
ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx Kecamatan XXXXXXXX
sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat
serta Terrgugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat
karena Tergugat tidak bekerja;

4. Bahwa setelah kejadian tersebut yang menyebabkan
Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat pamit
pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx Kecamatan
XXXXXXXX, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua
Penggugat di Desa xxxx xxxxxxx Kecamatan xxxxx, selama gugatan
ini Pengugat ajukan selama £1 tahun 5 bulan, antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi serta
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah pernah dilakukan
upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat

namun tidak berhasil;
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6. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut Penggugat
sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga
bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

7. Bahwa dengan demikian alasan dan dalil perceraian yang
diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan salah satu alasan
pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.l tahun 1974 Jo pasal 19
Peraturan Pemerintah No0.9 tahun 1975 Jo pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketetentuan
hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan Agama Sambas Kelas IB berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan
kuasanya kepada kuasa hukum HAMDI YUSUFSH, Advokat dan
Penasehat Hukum yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
tanggal ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat
tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat
(KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa telah diteliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui
Sistem Informasi Pengadilan dan pada hari sidang yang telah ditetapkan
Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka
sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
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wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relaas)
Nomor 721/Pdt.G/2024/PA.Sbs yang dibacakan di dalam persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui
kuasanya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi
Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan
Tergugat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke
Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi
maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini
tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan
surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0157/022/1V/2019 yang
dikeluarkan oleh KUA XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX Provinsi XXXXXXXXXX
xxxxx,tanggal 25 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf
Ketua Majelis;
B. Saksi.

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS,

hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung, setelah
bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama dirumah saksi selaku orangtua Penggugat di
Desa XxXxx XxXxXxxxx Kecamatan xxxxx;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis sampai
kemudian Tergugat tidak lagi pulang ke rumah bersama;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu
Tergugat izin kepada Penggugat untuk pulang ke rumah
orangtua Tergugat untuk sekedar berkunjung, namun kemudian
tidak Kembali-kembali. Penggugat juga hanya mengatakan
bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok lagi
kepada saksi;

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat
terjadi pada kurang lebih satu tahuun;

- Bahwa perselisihan itu mengakibatkan antara
Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak satu tahun hingga
sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pisah
rumabh, sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling pedulikan
lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing
sebagai suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, telah
mencoba mendatangi kediaman orangtua Tergugat untuk
membahas rumah tangga keduanya namun Tergugat malah
tidak lagi diketahui keberadaannya sejak 3 bulan yang lalu,
saksi pun ikut menasihati, namun Penggugat tetap pada
pendiriannya ingin bercerai;
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1. SAKSI 3, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan xxxxxx/pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN
SAMBAS, hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung,
setelah bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama dirumah saksi di Desa XXXX XXXXXXX
Kecamatan XXxXXx;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir
di Sambas 17 Februari 2022, sekarang anak tersebut berada
dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan
Tergugat bertengkar;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat mulai tidak lagi harmonis disebabkan Tergugat pergi
tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah
pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2023 yang sudah
berjalan selama 1 tahun lebih sampai sekarang;
Bahwa setelah pisah rumah, komunikasi antara Penggugat
dengan Tergugat hanya seperlunya saja, sudah tidak saling
peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing
sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah
merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap
pada pendiriannya ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat berupaya merukunkan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang
tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk
dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di
wilayah Sambas, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Sambas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini merupakan kewenangan
relatif Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya
melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk
memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan
patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan
Persidangan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 718 R.Bg juncto Pasal 26
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa
Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sambas dengan Nomor tanggal , ternyata telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 147 R,Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus,
dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat
(KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh
karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat
merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis
Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat
tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui relaas
panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan
Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka
gugatan Penggugat dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa
hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat melalui kuasanya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan
Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan a quo telah
memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
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dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 31 ayat (1
dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meskipun upaya
tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap
di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa
hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak
dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (b)
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus
karena sengketa dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi
sebagai suami isteri, disebabkan oleh: Tergugat pamit main ke rumah
orangtua Tergugat namun kemudian pergi begitu saja dan tidak kembali
dan puncak sengketa rumah tangga tersebut terjadi sekitar sejak bulan
Februari tahun 2023 yang sudah berjalan selama 1 tahun lebih, yang
akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai
sekarang, sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri.
Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup
lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin
mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun

telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidak-tidaknya
tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah
menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa dengan
tanpa kehadiran Tergugat (verstek), namun Penggugat tetap wajib
membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena Majelis Hakim hanya dapat
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mengabulkan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan
pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz Il halaman (55) yang
telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:
aiglb ails] Sz ant ol soles ol jimir s 018
Artinya : Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau
bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka
perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 283 R.Bg. telah
menyebutkan bahwa: “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia
mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun
membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan
membuktikan hak atau peristiwa tersebut”, dengan demikian Penggugat
wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi gugatan Penggugat
tertanggal 11 Juli 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat
telah mendalilkan gugatan percerainya berdasarkan alasan perceraian
sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan
sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan
Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, maka cara pembuktiannya telah ditentukan
sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia yakni: “gugatan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19

huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan
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mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah
mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-
isteri itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut Majelis Hakim berpendapat,
bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, maka Penggugat memiliki dua kewajiban.
Pertama, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya
perselisihan dan pertengkaran tersebut berserta penyebab-penyebabnya.
Kedua, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya
tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah
tangga dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat Penggugat
ataupun Tergugat guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
menyebutkan :"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan
syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar
keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang
dekat dengan suami istri’, sedangkan yang dimaksud syigag menurut
penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama memiliki kesamaan makna dengan ketentuan
Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975
yakni:"perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri”,
dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan
dalil-dalil gugatan Penggugat yang didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf
(f) Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka lebih diutamakan saksi-saksi
dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi pertama adalah ibu
kandung Penggugat dan saksi kedua adalah ayah kandung Penggugat;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara
perceraian dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116
Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memiliki
halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang
telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan
keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan,
maka sesuai dengan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdata, saksi-
saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan
dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat
tersebut, Majelis Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307,
308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas
sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi
tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ketidak
hadiran Tergugat, bukti-bukti tertulis dan keterengan saksi-saksi yang
diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ketidak
hadiran Tergugat, bukti-bukti tertulis dan keterengan saksi-saksi yang
diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa tentang peristiwa terjadinya perselisihan

dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta

penyebabnya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada
posita angka 4 (empat);
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Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat telah
menghadirkan saksi-saksi di persidangan, dan terhadap keterangan
saksi-saksi tersebut, saksi-saksi sama sekali tidak pernah melihat
Penggugat dan Tergugat bertengkar dan bahkan dalil tentang
adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut,
Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut
tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya karena tidak
bersumber dari apa yang dilihat, didengar ataupun dialami langsung
oleh saksi dan bahkan informasi tersebut didapat dari Penggugat
ketika hendak mengajukan gugatan, dengan demikian Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya
perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya tidak terbukti di
persidangan;

2. Menimbang, bahwa tentang peristiwa terjadinya pisah rumah
antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2023
sampai dengan sekarang sebagaimana yang didalilkan oleh
Penggugat pada posita angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat telah
menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dan
Tergugat memang telah pisah rumah sejak Februari tahun 2023,
namun Tergugat hanya berpamitan untuk berkunjung ke kediaman
orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat telah
menghadirkan saksi-saksi di persidangan namun saksi-saksi yang
dihadirkan oleh Penggugat sama sekali tidak mengetahui tentang adanya
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun
mengetahui pisah antara keduanya dan pula belum dilakukan Upaya

perdamaian secara maksimal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut
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Majelis Hakim berkesimpulan bahwa posita angka 4 (empat) dinyatakan

tidak terbukti di persidangan;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang
didukung bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim
menemukan fakta—fakta sebagai berikut:
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah
menikah pada tanggal 25 April 2019;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan
dan pertengkaran beserta penyebabnya tidak terbukti di persidangan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya
sudah pisah rumah selama 1 tahun dan selama itu pula keduanya
tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing
sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, Upaya damai hanya dilakukan 1 kali saat proses
persidangan, namun tanpa kehadian Penggugat dan Tergugat hanya
dilakukan oleh kedua orangtua Penggugat dan Tergugat;
Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
1. Tentang Petitum pada angka 1 (satu) yakni “Mengabulkan
gugatan Penggugat”;
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk
melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami
istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana
layaknya suami istri;
Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan
percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub
dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
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Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, untuk mengetahui indikator terjadinya perselisihan
dan pertengkaran secara terus menerus, Majelis Hakim perlu
mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
antara lain:

1.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 dengan

kaidah: “Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4

(empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah

merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran

sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah
tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan

perceraian”,

1.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaidabh:
“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman
bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan
bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup
sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";
Menimbang, bahwa sedangkan terhadap fakta-fakta yang
disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menurut
Majelis Hakim fakta-fakta tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika
salah satu dari fakta tersebut tidak terpenuhi maka belum bisa

dinyatakan sebagai fakta yang cukup untuk alasan perceraian Pasal
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39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan
tersebut di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998
tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut tidak
memenuhi maksud sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998
tanggal 17 Maret 1999 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003,
sehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti di
persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat
telah dinyatakan tidak terbukti di persidangan, maka gugatan
Penggugat harus dinyatakan ditolak;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menjatuhkan talak
satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat sudah dinyatakan

ditolak oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu

lagi mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 2 (dua);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan
kepada Penggugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka dalam musyawarah Majelis Hakim telah
berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar
putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:
1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp.187000,00,-(seratus delapan puluh tujuh ribu
rupiah).

Penutup

Demikian dijatuhkan putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriyah, dan
disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh
kami Nuzulul Hidayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira,
S.H.l.,, M.H. dan H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.l., M.S.I. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh
Rosmilana, S.E.l. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat diwakili kuasa hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.
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Hakim Anggota Hakim Anggota

H. M. Auritsniyal Firdaus,

Marlisa Elpira, S.H.l., M.H. S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Rosmilana, S.E.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran 'Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan 'Rp 42.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi: Rp 10.000,00

- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah 'Rp 187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
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